KEMENTAN TEGASKAN KOMITMEN KAWAL PUPUK SUBSIDI
AGAR TEPAT SASARAN
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Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memastikan pemerintah selalu
mengawal setiap kebijakan di sektor pertanian dengan optimal. Termasuk kebijakan
pupuk bersubsidi yang banyak menjadi sorotan dalam penyalurannya. Menurut Syahrul
Yasin Limpo, kebijakan subsidi pupuk merupakan upaya pemerintah untuk menjaga
ketahanan pangan dalam negeri. Dengan kebijakan itu diyakini akan meningkatkan
produktivitas pertanian. "Untuk itu kita selalui memantau dan mengawal kebijakan pupuk
subsidi agar lebih tepat sasaran," kata Syahrul Yasin Limpo.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pupuk Bersubsidi Kementerian
Pertanian, Yanti Ermawati mengatakan, pemerintah berupaya untuk menetapkan
kebijakan dengan risiko yang rendah, namun memiliki manfaat yang besar. Namun, untuk
merealisasikan kebijakan tersebut tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian
Pertanian, tapi juga membutuhkan sinergi dari kementerian/lembaga maupun instansi
terkait lainnya. Salah satunya pada kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi. Pemerintah
melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 menetapkan penyaluran
pupuk bersubsidi dilakukan secara tertutup agar bisa tepat sasaran. "Selain itu kami juga
menyesuaikan musim tanam dan berupaya untuk melakukan penyaluran agar tepat
waktu," kata Yanti Ermawati.

Di sisi lain, sasaran penerima pupuk bersubsidi adalah petani yang tercantum
dalam penerapan sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK),
termasuk jumlah pupuk yang diusulkan. Namun yang menjadi permasalahan, petani yang
tidak tercantum dalam sistem e-RDKK turut menuntut mendapatkan pupuk bersubsidi.
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Padahal pupuk itu hanya diberikan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani
dan sudah menyusun RDKK tahun sebelumnya, yang selanjutnya dituangkan dalam
sistem e-RDKK untuk dijadikan dasar pertimbangan penyaluran pupuk bersubsudi tahun
berjalan. "Perbedaan pemahaman pendataan ini yang seringkali menimbulkan polemik,
jadi seharusnya tidak ada kelangkaan (pupuk bersubsidi)," kata Yanti Ermawati.

Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Gusrizal menambahkan, lantaran sistem
penyaluran pupuk bersubsidi adalah tertutup, maka perlu pendataan penerima sehingga
dipastikan ada petani yang tidak masuk ke dalam data. "Kata kuncinya adalah ada yang
didata, berarti ada yang di luar data. Nah yang di luar data inilah yang kemudian menuntut
mendapatkan pupuk subsidi,” kata Gusrizal.

Gusrizal mengatakan, permintaan pupuk bersubsidi dengan alokasi yang
diberikan pemerintah memang tak seimbang. Usulan pupuk bersubsidi mencapai 24 juta
ton, namun yang dapat dipenuhi pada tahun ini hanya 9 juta ton. Kelangkaan pupuk
bersubsidi terjadi karena adanya persepsi publik yang merasa tidak mendapatkan pupuk,
tidak masuk dalam RDKK, dan tidak mengetahui jika alokasi pupuk berubah dari yang
diusulkan.

Oleh sebab itu Gusrizal berharap penggunaan pupuk bersubsidi diproporsionalkan
agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
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Catatan:

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan

Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, menyatakan bahwa:

1. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan
penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani
dan/atau petani disektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA,
pupuk NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

2. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana
kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas areal
usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan
dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang
spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
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3. Menteri menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk
memenuhi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di dalam negeri. Dalam memenuhi
kebutuhan Pupuk Bersubsidi di dalam negeri, Menteri menugaskan PT. Pupuk
Indonesia (Persero) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk
Bersubsidi yang diperuntukkan bagi Kelompok Tani dan/atau Petani berdasarkan
perjanjian antara Kementerian Pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero).

4. PT. Pupuk Indonesia (Persero) dapat menetapkan Produsen sebagai pelaksana
pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam wilayah tanggung jawab
pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Propinsi/Kabupaten/Kota tertentu.
Penetapan tersebut wajib dilaporkan kepada:

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;

Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;

Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; dan

Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

setempat.

5. Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertanian dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Gubernur atau
Bupati/Walikota.

6. PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran
dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi dalam negeri untuk sektor pertanian secara
periodik setiap bulan termasuk permasalahan dan upaya mengatasinya kepada
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dengan
tembusan kepada:

a. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;

b. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;

c. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian
Perdagangan; dan Deputi Bidang Usaha Industri Primer, Kementerian BUMN.

Dalam keadaan yang mengindikasikan akan terjadi kelangkaan Pupuk Bersubsidi,

PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib segera menyampaikan laporan tentang

permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasinya

kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan,

Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian, Direktur

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
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